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BAB III  
PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

3.1 Bidang Kerja 

Dalam Pelaksanaan Kerja Profesi yang dilakukan di PT.Karawang  

Tatabina industrial Estate , Praktikan berkesempatan untuk melakukan 

berbagai macam  pekerjaan yang  berkaitan dengan fungsi akuntansi , 

keuangan  dan Pajak  ; beberapa pekerjaan yang mejadi fokus yatitu  

melakukan proses pemecahan Pajak Bumi dan bangunan dari SPT - PBB 

Induk Perusahaan menjadi  SPT-PBB masing-maing pelanggan atau 

tenant 

3.2 Pelaksanaan Kerja  

Selama melaksanakan kerja Profesi di Perushaan , Praktikan di 

perkenalkan dengan pihak – pihak yang terkait dalam bidang pekerjaan baik 

dari Internal Departemen Akuntansi dan Keuangan , namun juga 

Departemen Marketing , Legal & Hukum serta Pihak ketiga yaitu Notaris dan 

BAPENDA – Karawang yang nantinya akan menerbitkan SPT-PBB ; Dalam 

melaksanakan tugas ini praktikan diberi kepercayaan sebagai PIC ( Person 

In Charges ) yang menangani proses pemecahanPajak PBB ,namun 

demikian  Praktikan mendapat supervise secara langsung dari Manager 

Akunting &Keuangan dan melaporkan secara langsung setiap terjadi  

hambatan dan kendala yang dihadapi dalam  melaksanakan tugas tersebut. 

 

3.2.1. Melaksanakan  Pemecahaan  Pajak Bumi & Bangunan   sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur   yang diterapkan oleh 

Perushaan. 
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Gambar 3.2.1 Standar operational Prosedur Perusahaan 

Sumber : internal Perusahaan 

 

 

 



Berikut Tahapan  dari  rangkaian Prosedur Perusahaan untuk proses 

pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain sebagai berikut  : 

 

3.2.1.1 Departemen Hukum ( Staff Legal )  

o Setelah dilakukan penandatanganan AJB ( Akta Jual Beli ) 

dihadapan Notaris antara penjual dan pembeli ; Pihak Legal 

berkewajiban untuk memonitor kelengkapan AJB dan Proses 

Balik Nama SHGB ( Sertifikat Hak Guna Bangunan ) yang 

dilakukan oleh Pihak Notaris. 

 

o Berkewajiban untuk memberikan dokumen AJB ( Akta Jual 

Beli ) antara Penjual dan Pembeli yang telah disahkan oleh 

Notaris ( PPAT ) kepada Pihak Departemen akuntansi dan 

Keuangan ( Staff Akuntansi & Keuangan ) paling lambat 3 hari 

setelah dokumen diterima lengkap dari Pihak Notaris. 

 

3.2.1.2 Departemen Akuntansi dan Keuangan 

o Dep.Akuntansi dan Keuangan ( Staff akuntansi dan 

keuangan)  membuat surat permintaan kelengkapan dokumen 

pemecahan Pajak Bumi dan bangunan kepada pelanggan , 

paling lambat 7 (Tujuh ) hari setelah AJB diterima lengkap dari 

Pihak Depatmenen Hukum .   

  

Gambar 3.2.1.2 Surat Permintaan kelengapan dokumen kepada pelanggan 

Sumber : diolah dari internal perusahaan 
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3.2.2. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen pemecahan PBB. 

Melakukan pengecekan seluruh kelengkapan dokumen pemecahaan 

pajak PBB yang terdiri atas : 

- Formulir SPOP ( Surat Pemberitahuna Objek Pajak ) & LSPOP ( 

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak )  

 

Gambar 3.2.2-1 Formulir SPOP 

Sumber : BAPENDA Karawang 

 

 

 

 

 



 

- Formulir Permohonan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Yang telah 

ditandatangai oleh Pihak Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-2 Formulir Mutasi PBB 

Sumber : BAPENDA Karawang 

 

- Melampirkan fotokopi akta pendirian dari pihak pelnggan 

 

Gambar 3.2.2-3 Akta Pendirian Perusahaan 

Sumber : Data diolah dari Google 
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- Melampirkan fotokopi akta pernyataan manajemen  dari pihak 

pelnggan 

 

Gambar 3.2.2-4 Akta Pernyataan Perusahaan 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

 

- Melampirkan fotokopi  NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 

Perusahaan milik pihak pelnggan. 

 

Gambar 3.2.2-5 NPWP Perusahaan 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

 

 

 

 



- Melampirkan fotokopi  Surat Keterangan Domisili ( SKD) atau TDP 

(Tanda Daftar Perusahaan)   dari pihak pelnggan 

 

Gambar 3.2.2-6 Surat Keterangan Domisili 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

- Melampirkan fotokopi  Kartu Tanda Penduduk dan /atau KITAS salah 

satu  Direktur dari Pihak Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-7 Kartu Tanda Penduduk 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

 

- Melampirkan fotokopi  NPWP  Direktur dari Pihak Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-8 Kartu NPWP 

Sumber : Data diolah dari Google 
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- Melampirkan fotokopi  Bukti Pembayaran BPHTB  dari Pihak 

Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-9 SSPD (surat setoran Pajak Daerah) BPHTB 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

- Melampirkan fotokopi  Bukti Pembayaran PBB Induk  dari Pihak 

Penjual diambil dari System data PBB BAPENDA KARAWANG 

 

Gambar 3.2.2-10 SSPD (surat setoran Pajak Daerah) BPHTB 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

 



- Melampirkan fotokopi  AJB & SHGB Pihak Pelanggan 

 

 

 

Gambar 3.2.2-11 Akte Jual Beli Tanah & SHGB 

Sumber : Data diolah dari Google 
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- Melampirkan fotokopi IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan ) Pihak 

Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-12 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Sumber : Data diolah dari Google 

 

- Melampirkan fotokopi Site Plan  Pabrik dari  Pihak Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-13 Site Plan Pabrik Pelanggan  

Sumber : Data diolah dari Google 



 

 

- Melampirkan fotokopi Kapasitas Daya Listrik Terpasang  Pihak 

Pelanggan 

 

Gambar 3.2.2-14  Kapsaitas Daya Listrik (PLN)  

Sumber : Data diolah dari Google 

 

- Membuat Surat Pemberitahuan Objek Pajak  (SPOP) atas sisa tanah 

induk yang dimiliki oleh Penjual sebagai rekomendasi persetujuan 

pemecahan PBB dari Pihak Lawan Transaksi 

 

Gambar 3.2.2-15  SPOP Sisa Tanah Induk  

Sumber : Bapenda Karawang 
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3.2.3. Melaporkan dokumen Pemecahan Pajak bumi dan bangunan kepada 

Pihak BAPENDA- Karawang 

 

 

Gambar 3.2.3  Tanda Terima Resmi Dokumen Pemecahan PBB  

Sumber : Bapenda Karawang 

 

 

 

 

 



3.2.4. Memonitor proses pemecahaan PBB yang dilakukan BAPENDA – 

Karawang. 

 

Setelah mendapat tanda terima resmi atas dokumen untuk proses 

pemecahan PBB baik pihak penjual maupun pembeli dapat memonitor 

progress penyelesaaian dengan cara sebagai berikut : 

a. Menanyakan langsung kepada pihak BAPENDA terkait Penerbitan  

SPT PBB atau mengajukan surat permohonan SK NJOP untuk 

memastikan bahwa atas objek pajak yang  diajukan pemecahan 

PBB telah diterbitkan NOP Baru ( Nomor Objek Pajak Baru ) 

 

b. Melakukan pengecekan melalui saluran Online dari laman 

www.cekpbbonline.co.id milik BAPENDA –Karawang 

 

  Gambar 3.2.4  Tampilan Website utk melakukan Pengecekan PBB  

                    Sumber : Bapenda Karawang (www.cekpbbonline.co.id) 

http://www.cekpbbonline.co.id/
http://www.cekpbbonline.co.id/
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3.2.5 Kendala Yang Dihadapi 

 

Dalam melaksanakan kerja profesi , praktikan menemukan 

beberapa kendalayang dihadapai dalam proses penyelesaian pemecahan 

Pajak bumi dan Bangunan yang menyebabkan terhambatnya waktu 

penyelesaian tugas yang diberikan . adapun hambatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemahaman yang beragam dari Para Investor  terhadap Retribusi 

dan Pajak daerah ( Pajak Bumi dan Bangunan )  yang diperoleh Top 

Manajemen maupun low manajemen menyebakan beragam persepsi 

baik positif dan negatif sehingga menjadi kendala dalam  permintaan 

kelengkapan dokumen untuk proses pemecahaan SPT – PBB kepada 

pihak Investor baru. 

2. Waktu Penyelesaian AJB ( Akta Jual Beli ) tanah yang berbeda beda  

disetiap notaris membuat proses pemecahan PBB menjadi terhambat 

sehingga kelangkapan dokumen  dokumen tidak bisa dilaporkan 

kepada pihak BAPENDA karena dokumen tidak lengkap. 

3. Perbedaan Luas antara  luas bangunan fisik dengan Luas Bangunan 

dalam dokumen m IMB ( Ijin Memndirikan Bangunan ) membuat 

proses penerbitan SPT PBB  terkendala. 

4. Sistem Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) yang diberikan 

oleh pihak BAPENDA untuk proses pemecahan PBB terkendala Cut 

off Time   khususnya atas transaksi penjualan tanah di Periode akhir 

tahun seperti di bulan Oktober  s/d Desember karena BAPENDA 

mempersiapkan unutk melakukan cetak masal SPT PBB tahun 

berikutnya sehingga Proses Pemecahan PBB utk periode tersebut  

terhambat. 

 

3.2.6 Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam 

melakukan praktik kerja profesi  praktikan melakukan beberapa cara 

antara lain : 

 



1. Bekerjasama dengan pihak Marketing departemen , Legal 

Departemen dan Pihak Notaris untuk melakukan edukasi tentang 

retribusi atau pajak daerah ( PBB) kepada calon Investor sehingga 

mereka sadar akan kewajibannya sehingga dapat mempersiapkan 

dokumen untuk proses pemecahan PBB sebelum dilakukan transaksi 

Jual beli  

2. Membantu pihak Notaris unutk pempersiapkan seluruh persyaratan 

dan dokumen  milik penjual maupun pembeli  dalam pembuatan AJB 

(Akta Jual Beli ) sebelum transaksi penandatangan Transaksi Jual beli 

dilakukan sehingga waktu penyelesaian AJB tepat waktu. 

3. Melakukan Pengecekan fisik bangunan  secara bersama-sama atas 

Luas Bangunan fisik dengan  luas bangunan s didalam dokumen IMB. 

4. Melakukan koordinasi dengan pihak BAPENDA Karawang untuk 

dapat menerbitkan SPT PBB atas transaksi Jual beli yang terjadi di 

Periode oktober sd desember (Akhir tahun) secara jabatan melalui 

Bidang Potensi Pendapatan Daerah bukan melalui Bidang Pelayanan 

PBB. 

 

3.2.7 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi 

 Hasil dari kerja profesi ini diharapkan memberikan masukan bagi 

masyarakat mengenai tata cara pemecahan PBB yang terjadi didalam 

kawasan industri sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi semua 

bahwa retribusi dan pajak daerah merupakan sumber utama dana bagi 

pembangunan daerah untuk kemakmuran dan kersejahteraan 

masyarakat. 

   


